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Abstrak

Mathilda Sunta : Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Kelansam
Kecamatan Sintang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Dengan Pemerintah Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk
mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari aspek perencanaan di Desa Tanjung
Kelansam Kecamatan Sintang. Judul skripsi ini diangkat setelah melihat fenomena yang ada di lapangan bahwa
adanya beberapa indikasi seperti proyek pembangunan kantor desa yang belum selesai , Rendahnya pendapatan
asli desa dan Tingkat SDM yang rendah.Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian
pendahuluan (pre survey), pembuatan rencana penelitian (Usulan Penelitian ), pengambilan data-data sekunder
dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan
(wawancara atau oservasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Lokasi penelitian di Desa Tanjung
Kelansam. Subjek Penelitian antara lain : Sekretaris Kecamatan Sintang , Kasi Pemerintahan di kantor
Kecamatan Sintang, Kepala Desa Tanjung Kelansam, Sekretaris Desa Tanjung Kelansam,Staf Ekonomi
pembangunan Desa Tanjung Kelansam, Ketua BPD Desa Tanjung Kelansam, Tokoh masyarakat di Desa
Tanjung Kelansam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung
Kelansam masih belum maksimal. Adapun hambatan yang mempengaruhi perencanaan ADD tersebut adalah
Rendahnya kemampuan SDM sehingga kurang memahami Tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan
perencanaan ADD serta rendahnya anggaran ADD yang ada, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan
dengan lancar.

Kata Kunci (Key Word): Apartur Desa, Perencanaan, Alokasi Dana Desa

Abstrac

Mathilda Sunta : Management Village Fund Allocation by Village Officials of the Village of Tanjung
Kelansam District of Sintang. Thesis. Pontianak: Government Science Study Program Cooperation with
Faculty of Social and Political Science and Government of West Kalimantan Province. Thesis writing is
intended to study and analyze Management Village Fund Allocation of aspect of planing in the Village of
Tanjung Kelansam District of Sintang. The title chosen after seeing the phenomena in the field that there are
some indications as office construction projects unfinished in the village, the low revenue village and low level
of human resources. This research used a descriptive model of the kind of qualitative descriptive research. The
research was conducted by four-step research, a preliminary research (pre-survey), plan-making research
(Research Proposal), collection of secondary data and primary data then performed analysis on the same day
after data collection in the field (interviews or observations), a research report (thesis). Location of the research
in the village of Tanjung Kelansam. Research subjects include: Secretary of the District Sintang, Head of
Administration at the office Sintang district, Village Chief of the Tanjung Kelansam, Secretary of the Tanjung
Kelansam Village, Economic development staff Tanjung Kelansam, BPD Chief of the Tanjung Kelansam
Village, community leaders in the village of Tanjung Kelansam. The conclusion of this research is the Village
Fund Allocation Planning in the village of Tanjung Kelansam still not maximal. The constraints affecting the
Village Fund Allocation planning is  low  human ability to understand the task and the lack of responsibility in
the management and planning of the Village Fund Allocation Allocation Fund budget low existing village, so
that the development can not proceed smoothly.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan akan sumber daya aparatur

yang berkualitas sangat terasa dalam era

pembangunan dewasa ini yaitu  suatu era dimana

sumber daya aparatur yang ada harus

professional dan mampu melaksanakan berbagai

kegiatan keorganisasian, terutama sebagai

pelaksana pembangunan. Hal ini tentu

mengisyratkan kepada kita bahwa pendidikan /

pelatihan  untuk pengembangan sumber daya

aparatur sangat diperlukan guna meningkatkan

kualitas SDM sebagai aset pembangunan

tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa. Dalam ketentuan ini, Desa diberi

pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintah

yang  memiliki kewenangan untuk mengurus dan

mengatur warga atau komunitasnya. Dengan

berbagai kewenangan yang dimilikinya, desa

menjadi salah satu penunjang yang berperan

penting untuk mencapai kesuksesan

Pemerintahan Nasional. Desa memiliki posisi

sangat strategis sehingga memerlukan perhatian

yang seimbang terhadap penyelenggaraan

otonomi daerah.

Pemerintahan Desa merupakan unit

terdepan atau ujung tombak dalam pelayanan

kepada masyarakat dan merupakan tonggak

utama untuk keberhasilan semua program.

Karena itu, pemberdayaan Desa merupakan suatu

keharusan dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai

tujuan otonomi daerah. Sangat logis apabila

pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi

kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam rangka penyelengaraan

pembangunan secara menyeluruh maka perlu

adanya pengakomodiran kebutuhan

pembangunan tidak hanya tingkat pusat, daerah,

tetapi juga sampai pada pemerintahan  desa. Hal

ini dipertegas dengan berlakunya Otonomi

Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan

kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah

Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya

sendiri.

Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan,

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut ( Nurcholis, 2011 : 81 ). Alokasi

Dana Desa ( ADD )  merupakan salah satu

sumber pendapatan Desa yang berasal dari

APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa

paling sedikit 10 % ( Sepuluh persen ). Alokasi
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Dana Desa merupakan salah satu wujud dari

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri,

berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat serta merupakan salah satu upaya

dalam rangka tercapainya pemerataan

pembangunan.

Pengelolaan alokasi dana desa adalah

suatu kegiatan yang sangat penting dalam

menentukan kemajuan sebuah desa. Oleh karena

itu diperlukan sumber daya aparatur yang

memiliki kemampuan dalam mengelola alokasi

dana desa agar pembangunan yang direncanakan

dapat terlaksana dengan baik. Desa Tanjung

Kelansam merupakan salah satu desa yang

berkedudukan di wilayah administratif

pemerintah daerah kabupaten sintang, yang juga

mendapatkan bantuan alokasi dana desa. Pada

tahun 2011, Desa Tanjung Kelansam

mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.

69.000.000,00. Desa Tanjung Kelansam juga

mendapatkan pendapatan dari bagi hasil Pajak

sebesar Rp. 3.500.000,00 Alokasi dana khusus

Rp. 40.000.000,00, Bantuan keuangan dari

pemerintah provinsi  Rp. 2.750.000,00, Bantuan

keuangan dari kabupaten Rp. 69.000.000,00 dan

jika dijumlahkan maka pendapatan keseluruhan

bantuan keuangan yang diterima oleh desa

tanjung kelansam adalah sebesar

Rp. 184.250.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut,

pemerintah desa diharapkan mampu

memanfaatkan serta mengelola keuangan

tersebut secara transparan dan akuntabel. Untuk

itu peran aparatur pemerintah desa yang dapat

bekerja secara professional dan

bertanggungjawab menjadi kunci utama

keberhasilan program- program dan

pembangunan yang direncanakan. Pemerintah

desa juga bertanggungjawab secara penuh

terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi

dana desa tersebut.

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara

dan abdi masyarakat yang mempunyai

tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan

sehari-hari, dan Aparatur pemerintah harus dapat

melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang

dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Dengan

adanya tugas dan tanggungjawab aparatur

pemerintah maka perlu adanya peningkatan

kemampuan aparatur pemerintah.

Hasil observasi dilapangan yang

dilakukan, penulis  menemukan beberapa

indikasi proyek pembangunan yang tampak

belum selesai, seperti pembangunan kantor desa.

Permasalahan lainya adalah rendahnya

pendapatan asli desa untuk menunjang

pembangunan desa juga menjadi salah satu

masalah bagi kelangsungan pembangunan

diwilayah ini. Data sekunder yang diperoleh juga

menunjukan sebagian besar staf desa tersebut

berpendidikan SD dan SMP, hanya sebagian

kecil yang berpendidikan SMA. Sehubungan

dengan hal ini, penulis berasumsi bahwa hal

tersebut akan berkaitan dengan kemampuan

sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan

dana desa yang ada. Untuk itu, disinilah

diperlukannya penelitian tentang Pengelolaan

Alokasi Dana Desa oleh Sumber Daya Aparatur

Desa  di Desa Tanjung Kelansam Kecamatan

Sintang.

1.1 Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasarkan latar belakang

yang penulis uraikan sebelumnya maka dapat

dirumuskan masalah penelitian yaitu ”

Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di

Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Mathilda Sunta 3

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

Dana Desa merupakan salah satu wujud dari

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri,
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Desa Tanjung Kelansam Kecamatan Sintang di

kaji dari aspek perencanaan “

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis

pengelolaan Alokasi dana desa dari aspek

perencanaan oleh  sumber daya aparatur

pemerintah Desa Tanjung Kelansam

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis

hambatan - hambatan dalam pengelolaan

Alokasi dana desa dari aspek perencanaan

oleh  sumber daya aparatur pemerintah desa

Tanjung Kelansam Kecamatan sintang,

Kabupaten Sintang.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat atau memberikan sumbangan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya yang berkaitan dengan

pengelolan Alokasi Dana Desa oleh sumber

daya aparatur pemerintah desa dalam kajian

Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan kepada pihak – pihak

yang terkait khususnya Pemerintah Desa

Tanjung Kelansam dan Pemerintah

Kabupaten Sintang dalam mengatasi

permasalahan mengenai Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, umumnya pada

pemerintahan di Indonesia.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu

wujud dari pemenuhan hak desa untuk

menyelenggarakan otonominya. Alokasi Dana

Desa adalah Bantuan Langsung yang

dialokasikan kepada Pemerintah Desa guna

peningkatan sarana pelayanan kepada

masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan alokasi

dana desa yang ada, diperlukan pemerintah desa

yang dapat mengelola keuangan desa secara baik.

Menurut Insukindo ( 2004 : 82 ),

bahwapengelolaan merupakan “ Rangkaian

kegiatan atau tindakan yang meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

penerimaan, penggunaan, penatausahaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan, pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan,

tuntutan ganti rugi “.

Siagian ( 2003 : 117 ) menyatakan bahwa

pengelolaan merupakan “ aktivitas dalam hal

pengadaan kebutuhan secara kuantitas,

penggunaan sesuai dengan kepentingan,

penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan dan

penginventerisasi serta pemanfaatan “.

2.2 Fungsi – Fungsi Manajemen

Manajemen berasal dari kata To

Manage yang berarti mengatur. Pengaturan

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan

urutan dari fungsi – fungsi manajemen. Berikut

pengertian beberapa manajemen menurut para

ahli :

Manajemen dalam (Hasibuan 2005: 2 )

adalah ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber –

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai suatu tujuan tertentu.

Andrew F. sikukla dalam

( Hasibuan2005:2 ) manajemen pada umumnya

dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

penempatan, pengarahan, pemotivasian,

komunikasi dan pengambilan keputusan yang
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dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan

untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan

dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

G.R Terry dalam (Hasibuan 2005:2)

manajemen adalah suatu proses yang khas yang

terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

yang dilakukan, untuk menentukan serta

mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

sumber – sumber lainnya.

2.3 Pengertian Perencanaan

Menurut Afram (2012:115) Perencanaan

didefinisikan sebagai proses menetapkan tujuan

dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat

dicapai. Perencanaan meliputi sumber – sumber

yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan,

tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti.

Perencanaan menurut Abe ( 2001 ) dalam

Ovalhanif ( 2009 ) adalah susunan (Rumusan)

sistematik mengenai langkah – langkah mengenai

langka(Tindakan – Tindakan ) yang akan

dilakukan di masa depan, dengan didasarkan

pada pertimbangan – pertimbangan yang

seksama atas potensi, faktor – faktor eksternal

dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam

rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi perencanaan menurut pendapat

para ahli dalam buku Hasibuan (  2005 : 92 )

adalah sebagai berikut :

Harold Koontz dan Cyril O’donnel

mengatakan bahwa Perencanaan adalah fungsi

seorang manejer yang berhubungan dengan

memilih tujuan – tujuan, kebijaksanaan –

kebijaksanaan, prosedur – prosedur, program –

program dan alternative yang ada

Sedangkan Louis A. Allen mengatakan

bahwa Perencanaan adalah menentukan

serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang

diinginkan

Kemudian George R Terry mengatakan

bahwaPerencanaan adalah memilih dan

menghubungkan fakta dan membuat serta

menggunakan asumsi – asumsi mengenai masa

yang akan datang dengan jalan menggambarkan

dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang

diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan.

Perencanaan menurut Abrar Husein

( 2009 : 77 ) suatu tahapan dalam manajemen

proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan

dan sasaran sekaligus menyiapkan segala

program teknis dan administrasi agar dapat

diimplementasikan.

2.4 Konsep Perencanaan Tahap

Pelaksanaan

Perencanaan sebagai suatu proses

merupakan suatu cara yang sistematis untuk

menjalankan suatu pekerjaan. Menurut Louis A.

Allen dalam ( Amirullah dan budiyono 2004:99 )

perencanaan terdiri dari aktivitas – aktivitas yang

dioperasikan oleh seorang manejer untuk berpikir

kedepan mengambil keputusan saat ini, yang

memungkinkan untuk mendahului serta

menghadapi tantangan pada waktu mendatang.

Adapun Proses perencanaan tersebut adalah :

1. Merumuskan Misi dan Tujuan

Pengertian yang jelas tentang misi

organisasi akan dapat membantu manajer

memilih dan mengimplementasikan strategi

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2. Memahami keadaan saat ini

Tujuan ditetapkan dalam rangka

mengantisipasi kondisi pada masa yang akan

Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Mathilda Sunta 5

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan
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datang dengan menetapkan standar – standar

yang diinginkan.

3. Mempertimbangkan faktor pendukung dan

penghambat tercapainya tujuan

Segala kemudahan dan kemungkinan

hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu

sedini mungkin diinventarisi.

4. Menyusun rencana kegiatan atau mencapai

tujuan

Tujuan dapat dicapai dengan berbagai

cara. Cara – cara tersebut antara lain:

1. Menyusun berbagai alternative

kebijaksanaan atau tindakan yang

mungkin dipilih

2. Menilai dan membandingkan untung

ruginya setiap alternative kegiatan

atau kebijaksanaan

3. Memilih dan menetapkan satu

alternative yang paling cocok atau

yang baik diantara alternative

tersebut.

Menurut Manulang ( 2005 : 45 ), untuk

membuat suatu rencana ada beberapa tindakan

yang harus dilalui. Tingkatan – tingkatan atau

langkah – langkah tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Menetapkan Tugas dan Tujuan

b. Mengobservasi dan menganalisis

c. Mengadakan kemungkinan - kemungkinan

d. Membuat Sintesis

e. Menyusun rencana.

Langkah – langkah perencanaan menurut

G.R Terry ( Brantas : 61 ) adalah sebagai berikut:

1. Jelaskan Problem yang bersangkutan

Visualisasi problem yang bersangkutan

dengan jelas. Nyatakanlah problem tersebut

secara singkat. Usahakanlah untuk

mendapatkan gambaran yang jelas tentang

kondisi yang berlalu, yang perlu diperbaiki

untuk maksud apa perencanaan sedang

dilaksanakan. Jangan sampai merumuskan

sebuah rencana, sampai langkah – langkah

ini dikuasai sepenuhnya.

2. Usahakanlah untuk mencapai keterangan-

keterangan tentang aktivitas – aktivitas yang

akan dilaksanakan.

Pengetahuan tentang aktivitas – aktivitas

yang akan direncanakan penting sekali.

Begitu pula effek mereka atas aktivitas –

aktivitas intern maupun ekstern perusahaan

perlu diketahui untuk melaksanakan

perencanaan secara intelegen

3. Analisis dan klasifikasi keterangan –

keterangan yang diperoleh

Setiap komponen ditelaah secara khusus

dan dihubungkan dengan keseluruhan

keterangan – keterangan yang ada.

Diungkapkan hubungan – hubungan yang

klausal dan ditemukan serta dievaluasi data

penting bagi perencanaan.

4. Tetapkalah premis – premis perencanaan dan

penghalang – penghalang terhadapnya

Berdasarkan data yang penting bagi

problem yang dihadapi maupun keyakinan –

keyakinan yang dianggap penting dalam hal

menentukan rencana, kini disusun asumsi –

asumsi tertentu berdasarkan apa perencanaan

tersebut akan disusun. Premis – premis dan

penghalang – penghalang tersebut

mencerminkan latar belakang yang diasumsi

ada, atau terjadi, hingga dengan demikian

memperbesar validitas rencana yang

bersangkutan.

5. Tentukan rencana – rencana alternative

Biasanya orang menyusun berbagai

rencana alternative guna melaksanakan

pekerjaan dan pada langkah ini macam –

macam kemungkinan tersebut dipersoalkan.
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Untuk mencapai berbagai macam rencana

diperlukan ingenuitas dan kreativitas.

6. Pilihlah rencana yang diusulkan

Kini keputusan diambil mengenai

rencana mana akan dipilih. Kecocokan

rencana, kemungkinan penerapannya dan

biaya – biaya adalah penting

7. Tetaplah urutan – urutan dan penetapan

waktu secara terperinci bagi rencana yang

diusulkan tersebut.

Penjabaran rencana dan hubungannya

dengan semua aktivitas yang berkaitan kini

dikerjakan. Perincian mengenai dimana

tindakan yang direncanakan harus

dilaksanakan oleh siapa dan bilamana,

disusun secara teratur. Approach serta

penetapan waktu adalah penting.

8. Laksanakanlah pengecekan tentang

kemajuan rencana yang diusulkan

Suksesnya rencana berdasarkan hasil

yang dicapai. Maka oleh karenanya dalam

bidang pekerjaan perencanaan perlu pula

diatur tindakan pengecekan untuk

membandingkan sasaran – sasaran dan hasil

yang dicapai. Dengan sendirinya secara

normal, hal tersebut termasuk dalam fungsi

fundamental pengawasan.

Selanjutnya, Langkah – Langkah

perencanaan yang perlu dilakukan menurut Abrar

husen ( 2009 : 87 ) :

1. Melakukan kajian terhadap gambar rencana

dan spesifikasi teknis proyek yang ada, agar

bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan

dapat disempurnakan dengan melakukan

konfirmasi kekonsultan perencana.

2. Melakukan perhitungan yang lebih teliti

terhadap volume pekerjaan, kebutuhan

material, peralatan serta tenaga kerja yang

digunakan

3. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan yang

rinci yang disesuaikan dengan alokasi sumber

daya yang dibutuhkan dan dana yang tersedia

4. Memilih jenis teknologi dan peralatan yang

disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan

5. Perumusan rincian kegiatan dengan jadwal

yang akurat dan terpadu.

Hasibuan ( 2005 :112 )  Prosedur

( langkah – langkah ) perencanaan yang baik

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan merumuskan dahulu

masalah, usaha, dan tujuan yang akan

direncanakan itu.

2. Menggumpulkan data, informasi, dan fakta

yang diperlukan secukupnya

3. Menganalisis dan mengklasifikasikan data,

informasi, dan fakta serta hubungan –

hubungannya

4. Menetapkan perencanaan, premises dan

hambatan – hambatan serta hal – hal yang

mendorongnya

5. Menentukan beberapa alternative

6. Pilihlah rencana yang terbaik dari alternative

– alternative yang ada

7. Tetapkanlah urutan – urutan dan penetapan

waktu secara terinci bagi rencana yang

diusulkan itu

8. Laksanakanlah pengecekkan tentang

kemajuan rencana yang diusulkan.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang

dikemukakan dalam penelitian ini digunakan

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

salah satu jenis penelitian yang bertujuan

untuk menyajikan gambaran lengkap

mengenai keadaan sosial atau hubungan

antara fenomena yang diuji. Subjek pada
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penelitian ini diambil dengan mengunakan

teknik purposive sampling.

Adapun yang menjadi subjek dalam

penelitian ini antara lain : Sekretaris

Kecamatan Sintang , Kasi Pemerintahan di

kantor Kecamatan Sintang, Kepala Desa

Tanjung Kelansam, Sekretaris Desa

Tanjung Kelansam,Staf Ekonomi

pembangunan Desa Tanjung Kelansam,

Ketua BPD Desa Tanjung Kelansam,

Tokoh masyarakat di Desa Tanjung

Kelansam

Kemudian Kegiatan pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan melalui

tehnik observasi, wawancara, dan tehnik

dokumentasi. Selanjutnya teknik yang

digunakan dalam menguji keabsahan data

pada penelitian ini adalah teknik

triangulasi. Dengan menggunakan

triangulasi tehnik dan sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh

Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung

Kelansam Kecamatan Sintang

Hasil penelitian yang telah

dilakukan menunjukan bahwa

Pemerintah Desa Tanjung Kelansam

belum maksimal dalam pengelolaan

ADD. Rendahnya kualitas sumber daya

manusia memberikan dampak pada

pengelolaan perencanaan ADD yang

tidak terorganisir dengan baik, sehingga

dalam melakukan kajian terhadap gambar

rencana dan spesifikasi teknis proyek

ADD yang ada tidak dilakukan dengan

baik.

Selain itu, dalam menyusun

anggaran biaya pelaksanaan ADD yang

rinci, aparatur pemerintah desa tanjung

kelansam menggunakan jasa pihak

ketiga. Hal ini menunjukan bahwa

rendahnya SDM yang ada sangat

berpengaruh pada pengelolaan ADD

sehingga diketahui bahwa pemerintah

desa tanjung kelansam tidak maksimal

dalam pengelolaan ADD yang ada.

Beberapa hambatan yang

mempengaruhi perencanaan ADD di

Desa Tanjung Kelansam Kecamatan

Sintang adalah rendahnya anggaran ADD

yang ada serta rendahnya kemampuan

SDM sehingga kurang memahami Tugas

dan tanggungjawabnya dalam

pengelolaan ADD khususnya dalam

perencanaan ADD.

2. Keterbatasan Studi

Selama melaksanakan proses

penelitian tentang pengelolaan alokasi dana

desa oleh sumber daya aparatur di Desa

Tanjung Kelansam Kecamatan Sintang,

terdapat beberapa hambatan yang dirasakan

oleh penulis. Adapun hambatan – hambatan

tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dalam melaksanakan

penelitian, jalan penghubung antara

kecamatan sintang ke Desa Tanjung

Kelansam yang tidak memadai,

sehingga peneliti harus mencari

alternatif lain agar bisa sampai ke

tempat penelitian.
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2. Kesulitan dalam mendapatkan data-

data, masih terdapat informan yang

tidak transparan dalam memberikan

informasi kepada peneliti mengenai

permasalahan pengelolaan ADD yang

terjadi di Desa Tanjung Kelansam

Kecamatan Sintang

3. Hambatan dalam penelitian, kurangnya

data – data kantor yang dimiliki oleh

pemerintah desa tanjung kelansam

sehingga peneliti kesulitan untuk

mendapatkan data – data yang

diperlukan

4. Hambatan dalam melaksanakan

wawancara, kesulitan dalam bertemu

para informan, karena sebagian besar

sibuk dengan pekerjaan sampingan

yang mereka miliki selain sebagai

aparat desa

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya

mengucapkan terima kasih kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang,

khususnya Kantor kecamatan Sintang dan

Desa Tanjung Kelansam Kecamatan

Sintang yang telah mengizinkan peneliti

untuk melakukan penelitian ditempat

tersebut dan juga telah banyak memberikan

bantuan kepada peneliti sehingga penelitian

ini dapat terselesaikan.
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2. Kesulitan dalam mendapatkan data-

data, masih terdapat informan yang

tidak transparan dalam memberikan

informasi kepada peneliti mengenai

permasalahan pengelolaan ADD yang

terjadi di Desa Tanjung Kelansam

Kecamatan Sintang

3. Hambatan dalam penelitian, kurangnya

data – data kantor yang dimiliki oleh

pemerintah desa tanjung kelansam

sehingga peneliti kesulitan untuk

mendapatkan data – data yang

diperlukan

4. Hambatan dalam melaksanakan

wawancara, kesulitan dalam bertemu

para informan, karena sebagian besar

sibuk dengan pekerjaan sampingan

yang mereka miliki selain sebagai

aparat desa

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya

mengucapkan terima kasih kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang,

khususnya Kantor kecamatan Sintang dan

Desa Tanjung Kelansam Kecamatan

Sintang yang telah mengizinkan peneliti

untuk melakukan penelitian ditempat

tersebut dan juga telah banyak memberikan

bantuan kepada peneliti sehingga penelitian

ini dapat terselesaikan.
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